
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 1967

TENTANG

POKOK-POKOK PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara kita adalah Negara yang agraris yang perlu dibangun

untuk memperbesar produksi dan yang menyangkut langsung bidang

industri, prasarana dan kesehatan serta kesejahteraan Rakyat;

b. bahwa dalam rangka pembangunan tata-perekonomian Nasional perlu

diadakan penilaian kembali terhadap tata-perbankan yang sekarang

berlaku sesuai dengan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara No. XXIII/ MPRS/1966;

c. bahwa berhubung dengan itu perlu segera mengatur kembali tata-

perbankan supaya dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan

perkembangan ekonomi dan moneter;

d. bahwa karenanya perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok

mengenai perbankan dengan suatu Undang-undang.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 23 dan pasal 33 Undang-

undang Dasar 1945;

2. Pasal 55 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XXIII/MPRS/1966;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XXXIII/MPRS/1967. 245 1967, No. 34

Dengan…
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Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

I. Mencabut :

1. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 tentang pengawasan terhadap urusan

kredit (Lembaran-Negara No. 2 tahun 1955) sebagaimana ditambah dan diubah);

2. Undang-undang No. 23 Prp. tahun 1960 tentang rahasia bank.

II. Menetapkan:

Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan, sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:

a. "Bank" adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya adalah

memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan

peredaran uang.

b. "Lembaga Keuangan" adalah semua badan yang melalui kegiatan-

kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan

menyalurkannya ke dalam masyarakat.

c. "Kredit" adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat

disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam- meminjam

antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam

berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu

dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

d. "Kredit…
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d. "Kredit jangka pendek" adalah kredit yang berjangka waktu

maksimum 1 (satu) tahun. Dalam kredit jangka pendek juga

termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu

lebih dari 1 (satu) tahun. "Kredit jangka menengah" adalah kredit

yang berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga)

tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman tersebut diatas.

"Kredit jangka panjang" adalah kredit yang berjangka waktu lebih

dari 3 (tiga) tahun.

e. "Giro" adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan

cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah-

bukuan.

f. "Deposito" adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang

penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu

menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

g. "Tabungan" adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat- syarat tertentu.

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang

ini, maka terhadap bank yang dimaksud dalam Undang-undang ini

berlaku segala macam hukum Indonesia.

BAB II…
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BAB II

JENIS DAN MACAM LEMBAGA PERBANKAN

Pasal 3

(1) Menurut fungsinya bank dibedakan dalam:

a. Bank Sentral ialah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang Dasar 1945, dan yang selanjutnya akan diatur

dengan Undang-undang tersendiri.

b. Bank Umum ialah bank yang dalam pengumpulan dananya

terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito

dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

c. Bank Tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya

terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam

usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas

berharga.

d. Bank Pembangunan ialah bank yang dalam pengumpulan

dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito

dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan

panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka

menengah dan panjang di bidang pembangunan.

(2) Apabila Bank Pembangunan menerima simpanan giro, maka

penggunaannya dilakukan menurut bimbingan Bank Indonesia.

(3) Dengan Undang-undang dapat ditetapkan lain-lain jenis bank

menurut kebutuhan dan perkembangan ekonomi.

Pasal 4…
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Pasal 4

Suatu Badan atau perorangan yang melakukan usaha serupa dengan

usaha bank, wajib menamakan dirinya "Bank".

BAB III

PENDIRIAN DAN PIMPINAN BANK

Pasal 5

Bank Umum milik Negara

(1) Bank Umum milik Negara didirikan dengan Undang-undang

berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

(2) Pembukaan kantor cabang dan perwakilan dari Bank Umum milik

Negara hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Keuangan

setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

Pasal 6

(1) Bank Umum milik Negara dipimpin oleh Direksi yang jumlah

anggota dan susunannya serta tugas, wewenang dan tanggung

jawabnya ditetapkan dalam Undang-undang tentang pendirian bank

tersebut.

(2) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan.

(3) Pengangkatan termaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun dan setelah waktu itu berakhir anggota Direksi

yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(4) Anggota...


